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BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu Pemerintah
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan
pendataan terhadap fakir miskin dan orang tidak
mampu untuk memperoleh Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial yang lebih baik;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan
Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/KHK.07/2020,
Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 460-1750 Tahun
2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, perlu mendukung
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Tapanuli Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di

Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5587),
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
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Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017
tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data
Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 184);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
Peraturan Menteri Sosial Nomor S5 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 732);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016
Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun
2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35});

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2020 Nomor 309, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 36);

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2016 Nomor 668};

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2020 Nomor 969},
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TAPANULI
SELATAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan,
penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi
dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan
aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu dan akuntabilitas data dalam
penggunaannya.

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang
berupa angka, teks, gambar, audio dan/atau video, dilakukan dengan
metode diskusi, wawancara dan pengamatan langsung.

Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat
yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan
status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah
data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik telah
diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah.

Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses
pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang
telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan
data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau
telah memenuhi aturan validasi.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya
disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari
beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data
kesejahteraan sosial dengan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi vang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.
Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami
sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama dan makan
dari satu dapur.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata
pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yanglayak bagi kehidupan
dirinya dan/atau keluarganya.
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Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata
pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan
dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan
keluarganya.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan
atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga
memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik
jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga,
menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
yang dipimpin oleh Camat.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan.

Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama Lain adalah Musyawarah Antara
Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan/Nama Lain, Pemerintah
Desa/Kelurahan/Nama Lain dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan/Nama Lain untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Petunjuk
Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan.
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.

b.

(1)

(2)

mewujudkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang
valid dan terverifikasi;

memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai
rujukan program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
Desa/Kelurahan.

BAB II
FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Pasal 4

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata
pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi
kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata
pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan
dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan
keluarganya.

Pasal 5

Kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, meliputi :

a.

b.

fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister;
fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak teregister.

Pasal 6

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister sebagaimana dimaksud
Pasal 3 huruf a, yang berasal dari Rumah Tangga memiliki kriteria :

a.

tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;

. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi

konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;

. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga

medis, kecuali PUSKESMAS atau yang disubsidi Pemerintah;

. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk

setiap anggota rumah tangga;

mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai
jenjang pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama;

mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok
dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang
sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

_kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan

kondisi tidak baik/kualitas rendah;

.atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbs dengan

kondisi tidak baik/kualitas rendah;

mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik
atau listrik tanpa meteran;

luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2 /per orang;



_7-

k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak
terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Pasal 7

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister sebagaimana
dimaksud Pasal 3 huruf b, terdapat di Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun
di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :

gelandangan;

. penigemis;

perseorangan dan komunitas adat terpencil;

. perempuan rawan sosial ekonomi,

korban tindak kekerasan;

pekerja migran bermasalah sosial;

masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap
darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;

. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;

penderita Thalasaemia Mayor;

. penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

ST @ e A0 o R

BAB Il
PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL/ DATA TERPADU
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan
melalui tahapan :

a. pendataan,

b. verifikasi dan validasi;
c. penetapan,

d. penggunaan.

(2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, meliputi :

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial;
c¢. potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

(3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf ¢ merupakan rumah
tangga/individu/fakir miskin dan orang tidak mampu yang
memiliki tingkat kemiskinan.

4) Tingkat kemiskinan sebagimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan
Statistik.

(55 Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan
program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
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Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 9

Pendataan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data
Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Daerah dan Camat untuk
membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan.
Pendataan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data
Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
dilaksanakan secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.

Dalam rangka pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Dinas Sosial Daerah dan Camat melakukan verifikasi dan
validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara. berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 disampaikan
Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah
Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri Sosial.

Dalam hal verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan
ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah Provinsi bersama
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan
perbaikan data.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi

Pasal 11

Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,
meliputi :

opo o

struktur organisasi;
mekanisme pelaksanaan;
pengolahan dan penyajian data;
monitoring dan evaluasi;

pendanaan.
Pasal 12

(1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf a merupakan pelaksana verifikasi dan validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan.

(2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. Bupati;

b. Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

¢. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan;

d. Kepala Badan Pusat Statistik;
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e. Camat se-Kabupaten Tapanuli Selatan;
f. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tapanuli Selatan.

(3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian
Struktur Organisasi tercantum pada lampiran 1 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat
(2) dipimpin oleh Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

(M

(6)

)

(%)

(10)
(11)

(13)

(14)
(15)

Bupati menugaskan Kepala Dinas Sosial Daerah untuk
melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi dan
menugaskan Camat untuk membantu kelancaran
pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi di Kecamatan
masing-masing;

Kepala Dinas Sosial Daerah membawahi Koordinator,
Penanggung Jawab Data dan Petugas Monitoring di Tingkat
Kabupaten;

Kepala Dinas Sosial Daerah menunjuk salah satu staf untuk
menjadi Koordinator kegiatan verifikasi dan validasi di Tingkat
Daerah Kabupaten atau yang disebut sebagai Koordinator
Daerah Kabupaten;

Kepala Dinas Sosial Daerah menunjuk Penanggung Jawab
Data Daerah Kabupaten untuk menangani data terkait
kegiatan verifikasi dan validasi,

Kepala Dinas Sosial Daerah menunjuk Petugas Monitoring
untuk memantau pelaksanaan kegiatan verifikasi dan
validasi,;

Kepala Dinas Sosial Daerah berkoordinasi dengan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dalam
rangka pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil
untuk kegiatan verifikasi dan validasi;

Kepala Dinas Sosial Daerah berkoordinasi dengan Kepala
Badan Pusat Statistik Kabupaten dalam rangka kegiatan
bimbingan teknis verifikasi dan validasi;

Penanggung Jawab Data Daerah membawahi Pengelola Data
di Tingkat Daerah Kabupaten;

Koordinator Daerah Kabupaten membawahi beberapa
Koordinator Kecamatan di Daerah Kabupaten;

Koordinator Kecamatan ditunjuk oleh Camat;

Camat membawahi Koordinator Kecamatan dan Kepala
Desa/Lurah,;

Camat memantau pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan
Validasi di Kecamatan yang di Pimpinnya melalui Koordinator
Kecamatan dan dengan dibantu oleh para Kepala
Desa/Lurah;

Camat dengan dibantu oleh para Kepala Desa/Lurah dan
Koordinator Kecamatan menunjuk Pengawas/Pemeriksa dan
Pengumpul Data,

Koordinator Kecamatan membawahi Pengawas/Pemeriksa di
Tingkat Kecamatan;

Pengawas/Pemeriksa membawahi Pengumpul Data di Tingkat
Desa/Kelurahan,
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(16) Pengumpul Data terdiri dari beberapa orang yang akan secara
langsung mengunjungi setiap Rumah Tangga di
Desa/Kelurahan, Tim Pengumpul Data dalam melakukan
pendataan didampingi oleh Pengawas/Pemeriksa yang selalu
mengawasi kegiatan pengumpulan data dan melakukan
pemeriksaan dokumen lapangan,

(17Y Kepala Desa/Lurah berkoordinasi dengan
Pengawas/Pemeriksa dalam memantau pelaksanaan kegiatan
verifikasi dan validasi di Desa/Kelurahan.

(2) Tim Pelaksana Verifikasi dan Validasi ditetapkan dengan Keputusan

(1).

(2).

Bupati.
Pasal 14

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Daerah sebagai

pelaksana kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan data prelist dengan menggunakan SIKS-NG atau
aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;

b. koordinasi perencanaan dan anggaran tahapan verifikasi dan
validasi data di Tingkat Daerah Kabupaten;

c. koordinasi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten,
dalam rangka memberikan bimbingan teknis dan pelatihan
petugas verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu;

d. koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Daerah dalam penyediaan data dan dokumen kependudukan;

e. memfasilitasi pemanfaatan Data Terpadu  Kesejahteraan
Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu hasil verifikasi dan validasi untuk membangun sinergitas,
harmonisasi dan komplemen dengan Program Perlindungan Sosial yang
diselenggarakan oleh Dinas lain;

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahapan verifikasi
dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

g. melaporkan hasil verifikasi dan validasi serta monitoring dan
evaluasi yang disahkan oleh Bupati kepada Gubernur.

Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu sebagai berikut :

a.mengikuti bimbingan teknis kegiatan verifikasi dan validasi
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

b.memeriksa kembali data hasil verifikasi dan validasi di
lapangan;

c. mengunggah surat persetujuan/pengesahan hasil verifikasi dan
validasi oleh Bupati;

d.membantu Kepala Dinas Sosial Daerah dalam rangka
melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi di Tingkat
Daerah Kabupaten terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan
verifikasi dan validasi di lapangan.
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(3). Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Data Terpadu

(4)

Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu, adalah sebagai berikut :

a. mengikuti bimbingan teknis kegiatan verifikasi dan validasi
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan menggunakan
SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-
NG;

b. mencetak daftar prelist Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data
Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah
terkoneksi dengan SIKS-NG;

c. memeriksa kembali dokumen verifikasi dan validasi, meliputi
kelengkapan dokumen, kelengkapan isian dan kualitas data yang
diperoleh;

d. mengentri data hasil kegiatan verifikasi dan validasi setelah
diperiksa Koordinator Daerah secara lengkap dan benar dengan
menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi
dengan SIKS-NG segera setelah menerima dokumen dari Petugas
Pengumpul Data atau Pengawas/Pemeriksa tanpa harus
menunggu dokumen diterima semua;

e. apabila di Desa/Kelurahan atau Kecamatan menggunakan SIKS-
NG Offline, Pengelola Data Tingkat Kecamatan dapat membantu
mengentri data di Tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan
setelah mendapat pelatthan dari Pengolah Data Daerah
Kabupaten dan mengunggah hasil entri data tersebut ke SIKS-NG.

Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Daerah Kabupaten Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir

Miskin dan Orang Tidak Mampu, adalah sebagai berikut :

a.mengikuti bimbingan teknis kegiatan verifikasi dan validasi
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,;

b. mendistribusikan prelist ke para Koordinator Kecamatan;

c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah Kabupaten
dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi;

d.mendistribusikan instrumen verifikasi dan validasi (apabila digunakan
metode PAPI), meliputi formulir, alat tulis, tanda pengenal, surat tugas,
serta perlengkapan lainnya kepada Koordinator Kecamatan yang
menjadi tanggung jawabnya;

e. melakukan perencanaan, penjadwalan dan pembagian tugas kepada
masing-masing Koordinator Kecamatan yang menjadi tanggung
jawabnya;

f. melakukan bimbingan, pengawasan dan pemecahan masalah berkaitan
dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi kepada seluruh petugas
verifikasi dan validasi di wilayah Daerah Kabupaten;

g. melakukan penanganan dokumen meliputi pengadministrasian
dokumen dan pengemasan dokumen sesuai dengan kode wilayah;

h.menyusun hasil verifikasi dan validasi di Daerah Kabupaten dan
menyampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten.

Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kecamatan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu, adalah sebagai berikut :

a.mengikuti bimbingan teknis kegiatan verifikasi dan validasi
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
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b.mendistribusikan prelist ke para Kepala Desa/Lurah;

c. mendistribusikan instrumen verifikasi dan validasi (apabila digunakan
metode PAPI), meliputi formulir, alat tulis, tanda pengenal, surat tugas,
serta perlengkapan lainnya kepada Pengawas/Pemeriksa dan
Pengumpul Data yang menjadi tanggung jawabnya,

d.menerima dan memeriksa kualitas dan kelengkapan dokumen hasil
pelaksanaan verifikasi dan validasi yang telah diperiksa oleh
Pengawas/Pemeriksa;

e. membantu pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa/Kelurahan;

f. merekap hasil verifikasi dan validasi per Desa/Kelurahan dan
menyampaikan hasilnya ke Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani
Berita Acara;

g. menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi dan validasi kepada Camat
untuk ditandatangani,

h.menyerahkan Berita Acara dan hasil verifikasi dan validasi kepada
Koordinator Daerah Kabupaten.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas/Pemeriksa Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu, adalah sebagai berikut :

a.mengikuti bimbingan teknis kegiatan verifikasi dan validasi
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

b.melakukan koordinasi dengan Aparat Desa/Kelurahan dan
Instansi terkait di wilayahnya dalam rangka pelaksanaan
verifikasi dan validasi;

c. melakukan perencanaan, penjadwalan dan pembagian tugas kepada
masing-masing Pengumpul Data yang menjadi tanggung jawabnya;

d. melakukan bimbingan, pengawasan dan pemecahan masalah berkaitan
dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan Pengumpul
Data;

e. menerima dan memeriksa kelengkapan dan kualitas dokumen hasil
pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan Pengumpul Data;

f. membantu pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa/Kelurahan;

g. melakukan penanganan dokumen, meliputi pengadministrasian
dokumen dan pengemasan dokumen sesuai dengan kode wilayah.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengumpul Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak

Mampu, adalah sebagai berikut :

a. mengikuti bimbingan teknis kegiatan verifikasi dan validasi
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,

b.menguasai konsep dan defenisi yang digunakan dalam
kegiatan verifikasi dan validasi;

c. menerima instrumen verifikasi dan validasi (apabila digunakan metode
PAPI), meliputi formulir, alat tulis, tanda pengenal, surat tugas, serta
perlengkapan lainnya,

d.melaksanakan kegiatan = Musyawarah  Desa/Kelurahan  untuk
memperoleh prelist akhir yang disahkan melalui Berita Acara hasil
Musyawarah Desa/Kelurahan;

e. melakukan verifikasi dan validasi sesuai Data Prelist akhir pada lokasi
vang telah ditetapkan;

f. memeriksa kembali dokumen verifikasi dan validasi, meliputi
kelengkapan dokumen, kelengkapan isian dan kualitas data yang
diperoleh sebelum diserahkan kepada Pengawas/Pemeriksa;
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g. menandatangani Berita Acara hasil verifikasi dan validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu di Tingkat Desa/Kelurahan;

h.menyerahkan hasil isian dokumen verifikasi dan validasi kepada
Pengawas/Pemeriksa untuk diperiksa;

i. melakukan perbaikan isian dan jika diperlukan melakukan
kunjungan ulang apabila dokumen tidak lengkap atau terdapat
kesalahan pengisian atau keraguan isian.

Pasal 15

Persyaratan Koordinator Daerah Kabupaten, sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara yang membidangi data dilingkungan
Kantor Dinas Sosial Daerah;

b. berpendidikan minimal S1/Diploma IV,

c. berpengalaman menangani verifikasi dan validasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu;

d. mampu mengkoordinasikan kegiatan verifikasi dan validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu;

e. mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait
dengan kegiatan verifikasi dan wvalidasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu.

Persyaratan Petugas Monitoring, sebagai berikut :

Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kantor Dinas Sosial Daerah,

vang berpengalaman terkait pelaksanaan kegiatan verifikasi dan

validasi.

Persyaratan Penanggung Jawab Data, sebagai berikut :

Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kantor Dinas Sosial Daerah,

yang merupakan Petugas Sosial.

Persyaratan Pengolah Data, sebagai berikut :

Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kantor Dinas Sosial Daerah,

yang merupakan Petugas SIKS-NG.

Persyaratan Koordinator Kecamatan, sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kantor Kecamatan;

b. berpendidikan minimal Diploma III atau sederajat;

¢. diutamakan yang pernah menangani kegiatan verifikasi dan
validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

d. mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait
dengan kegiatan verifikasi dan validasi,

e. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan Data  Terpadu
Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu.

Persyaratan Pengawas/Pemeriksa, sebagai berikut :

a. PSKS di Kecamatan,

b. berpendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Atas atau
sederajat;

¢. mampu mengkoordinasikan para Petugas Pengumpul Data yang
di bawahinya,;

d. mengenali dengan baik wilayah tugasnya.

Persyaratan Pengumpul Data, sebagai berikut :

a. PSKS di Kecamatan;
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b. berpendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Atas atau
sederajat;

c. berpengalaman dalam kegiatan pendataan/survey/sensasi;

d. jujur dan patuh terhadap semua ketentuan yang telah
ditetapkan;

e. diutamakan bertempat tinggal di lokasi dan mengenali dengan
baik wilayah tugasnya.

Pasal 16

Mekanisme verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b,
dilaksanakan dengan tahapan :

a. penyusunan daftar awal sasaran;

b. bimbingan teknis;

c. musyawarah Desa/Kelurahan;

d. kunjungan ke Rumah Tangga;

e. pengolahan data;

f. pelaporan.

Mekanisme verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menugaskan Tim
Pelaksana verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu.

Alur mekanisme verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yaitu :

a. penduduk di Rumah Tangga bertempat tinggal tetap;

b. pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015;

c. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu, 40 % penduduk dengan status
kesejahteraan terendah;

d.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu periode sebelumnya.

Sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yaitu :

a. penduduk yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak masuk Data
Terpadu periode sebelumnya;

b. mendaftarkan diri secara aktif kepada Kepala Desa/Lurah di tempat
tinggalnya;

c. mengidentifikasi awal dan pemeriksaan keberadaan Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu periode
sebelumnya;

d.data usulan baru Rumah Tangga yang telah disahkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
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Pasal 18

(1) Sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menjadi daftar awal sasaran atau prelist
awal verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data
Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Alur Sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Pada proses pembekalan dan bimbingan teknis, dilakukan pre-test dan
post-test.

(2) Pre-test dilakukan sebelum penyampaian materi dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat pengetahuan peserta bimbingan teknis.

(3) Post-test dilakukan setelah penyampaian materi dengan tujuan untuk
mengukur perubahan pengetahuan peserta bimbingan teknis.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan Forum Musyawarah di Tingkat Desa/Kelurahan yang
dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Aparat Desa/Kelurahan.

(2) Pada kegiatan Forum Musyawarah Desa/Kelurahan didahului dengan
kegiatan Konsultasi Publik.

(3) Pada tahapan Konsultasi Publik, Petugas Verifikasi dan Validasi
memberikan penjelasan kepada Aparat Desa/Kelurahan, dan peserta
musyawarah tentang maksud dan tujuan Verifikasi dan Validasi.

(4) Petugas Verifikasi dan Validasi bersama dengan Aparat Desa/Kelurahan
mendiskusikan Data Prelist yang dibawa Petugas Verifikasi dan Validasi.

(5) Menetapkan Data Prelist dan usulan baru KPM penerima manfaat
baik secara perorangan maupun berkelompok.

(6) Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 21
(1) Kunjungan ke Rumah Tangga dan wawancara dilakukan dengan
mendatangi Rumah Keluarga yang telah ditetapkan dalam forum
musyawarah (prelist dan usulan baru).

(2) Wawancara dapat menggunakan metode CAPI dan PAPI.

(3) Instrumen yang digunakan dalam verifikasi dan validasi
sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
PENGOLAHAN DATA

Pasal 22

Pengolahan data di dalam kegiatan verifikasi dan validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf c, merupakan kegiatan pemeriksaan data dan
dokumen, entri data dan pembersihan data.

Pemeriksaan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran data dan
dokumen.

Entri data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
perekaman data karakteristik Rumah Tangga dan Komunitas,
Keluarga dan Anggota Keluarga hasil Kunjungan Rumah Tangga.

Pembersihan data (Data Cleaning) sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) bertujuan untuk membersihkan data dari karakter yang
tidak sesuai serta untuk memperbaiki format data.

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengolah Data yang ditugaskan untuk
melakukan pengolahan dan memperbaiki data perubahan hasil
verifikasi dan validasi data.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

Dalam setiap kegiatan lapangan verifikasi dan validasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan
kegiatan di lapangan.

Pengawasan kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) yang Dbertujuan agar Petugas Lapangan selalu
melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai pedoman
dan memberikan arahan serta menyelesaikan masalah verifikasi
dan validasi di lapangan.

Pemeriksaan kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) yaitu untuk melakukan pemeriksaan dokumen hasil
verifikasi dan validasi pendataan yang dilaksanakan Petugas
Pendata.

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Pemeriksa yang
ditugaskan untuk melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan
Pelaksanaan verifikasi dan validasi data.
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BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

(I) Monitoring dan Evaluasi verifikasi dan validasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
d, bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan
kemajuan pelaksanaan tahapan verifikasi dan validasi data di
lapangan dan mengidentifikasi permasalahan serta upaya
pemecahannya.

(2) Monitoring dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
menilai kesesuaian pelaksanaan tiap tahap verifikasi dan validasi
data di lapangan dengan standar yang telah ditentukan.

(3) Evaluasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
menilai efektifitas pelaksanaan verifikasi dan validasi data.

(4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri
atas :

a. Monitoring bimbingan teknis Petugas Pelaksanaan;
b. Monitoring Musyawarah Desa/Kelurahan;
c. Monitoring pelaksanaan kunjungan ke Rumah Tangga.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 25

Setelah seluruh tahapan dalam mekanisme verifikasi dan validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin
dan Orang Tidak Mampu selesai dilaksanakan, Dinas Sosial Daerah
melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial/Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan verifikasi dan
validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI TAPANULI SELATAN,
ttd,
SYAHRUL M. PASARIBU
Diundangkan di Sipirok
Pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,
PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 976

VA TINGKAT I
NIP. 19640508 198410 1 001



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
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BUPATI TAPANULI SELATAN,
ttd,
SYAHRUL M. PASARIBU
Diundangkandi Sipirok
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
ttd,

PARULIAN NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 976

/Ef’{l{;m Sesual dengan Aslinya
A AGiAN HUKUM,




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR :1 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG :

MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

-

( Penyusunan Prelist Awal

; )

[_ Bimbingan Teknis ]

L
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Desa/ Kelur )

ahan/Nama Lain
|" Penyusunan prelist | 1. Verifikasi dan Validasi dapat menggunakan
- Akhir i CAPI ataupun PAPI
) + o 2. Jika menggunakan CAPI, data dipool di SIKS
(" Kunjungan Rumah tingkat daerah kabupaten/kota
| Tangga/tempat tinggal | | 3. Jika menggunakan PAPI, entri data dapat
L ] W, dilakukan di tingkat desa, kecamatan, maupun

kabupaten/kota. Penanggung Jawab Data
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[ Pengawasan lapangan

A
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. TP — e

BUPATI TAPANULI SELATAN,
ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAF KABUPATEN,
ttd,

PARULIAN NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 976

Salinan Sesuai dengan Aslinya
BAGIAN HUKUM,
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR :1 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG :

MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

( Penyusunan Prelist Awal J

[ Bimbingan Teknis ]

( Musyawarah B
Desa/Kelurahan /Nama Lain )
[ Penyusunan prelist 1. Verifikasi dan Validasi dapat menggunakan
Akhir J CAPI ataupun PAPI
2. Jika menggunakan CAPI, data dipool di SIKS
Kunjungan Rumah | tingkat daerah kabupaten/kota
Tangga/tempat tinggal [~ 3. Jika menggunakan PAPI, entri data dapat
= dilakukan di tingkat desa, kecamatan, maupun
kabupaten/kota. Penanggung Jawab Data
[ Pengawasan lapangan } daerah kabupaten/kota akan melakukan
penggabungan data di SIKS-NG tingkatdaerah
Pemeriksaan ) kabupaten/kota
_{ dokumen/data )

(Kirim data ke Pusat Data dan

menggunakan SIKS NG ) —x provinsi informas1 Kesejahteraan Sosial

(" Pemeriksaan data di ] ( Pemeriksaan data di Pusat ]

% '
[ Entri dan update data Kirim data ke daerah

tingkat daerah provinsi Data dan Informasi
_ Kesejahteraan Sosial

Pemeringkatan
kesejahteraan Rumah
Tangga, pencetakan daftar,
tabulasi dan penyajian data

BUPATI TAPANULI SELATAN,
ttd,
SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
ttd,

PARULIAN NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 976

58{@&11,(3&00 i‘ fiengan Aslinya
KEPATA BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

FORMAT DAFTAR AWAL SASARAN
LOGO INSTANSI KABUPATEN/KOTA

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
DAFTAR SASARAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA (PRELIST)

: 1 TAHUN 2021
: 4 Januari 2021

Provinsi Kecamatan
Kabupaten/ Kota Desa/Kelurahan
NO | KEPALA RUMAH NAMA ALAMAT | NIK | STATUS RUMAH JIKA TIDAK JIKA DITEMUKAN ATAU USULAN BARU
TANGGA PASANGAN TANGGA DITEMUKAN, APA
KEPALA ART ALASANNYA ?
NAMA| JENIS DITEMUKAN 1 PINDAH 1 APAKAH RUMAH | APAKAH ANGGOTA | JIKA ADA, SEBUTKAN |APAKAH ADA ANGGOTA
KELAMIN TANGGA MAMPU | RUMAH TANGGA STATUS KEDUDUKAN | RUMAH TANGGA YANG
YANG BEKERJA DALAM PEKERJAAN CACAT
LK-1 TIDAK MENINGGAL 2 YAl YA 1 YAl
DITEMUKAN 2
PR- 2 USULAN BARU 3 TIDAK TAHU 3 TIDAK 2 TIDAK 2 TIDAK 2

Diundangkan di Sipirok

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 976

\ %, P A/fIN
N NIP. 1964 4101001
N sz—'_L»

— ——'__/

0 Sesual ‘L}engan Ashnya

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR :1 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG :

SUMBER DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

!

Penduduk di Rumah Tangga
( Pemutakhiran Basis Data
Terpadu (BDT) 2015

bertempat tinggal tetap

40% penduduk dengan status
kesejahteraan terendah

]

o

Data Terpadu penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu periode sebelumnya

\
Penduduk yang merasa memenuhi syarat tetapi

tidak masuk Data Terpadu

[

-

Py

h 4

Mendaftarkan diri secara aktif kepada kepala )
desa/lurah/nama lain di tempat tinggalnya

h

Identifikasi awal dan pemeriksaan keberadaan
di Data Terpadu penanganan Fakir Miskindan
Orang Tidak Mampu periodesebelumnya

g

r

Data usulan baru Rumah Tangga yang telah
disahkan oleh daerah kabupaten

r

Prelist awal Verifikasi dan Validasi
Data Terpadu Penanganan Fakir
Miskindan Orang TidakMampu

BUPATI TAPANULI SELATAN,
ttd,
SYAHRUL M. PASARIBU
Diundangkandi Sipirok
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
ttd,

PARULIAN NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 976

Salilié&{@g i dengan Aslinya
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// KEPATABAGIAN HUKUM,
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